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ABSTRACT 

This study aims to conduct an in-depth analysis of institutional capacity at the Village-Owned 

Enterprise (BUMDes) "Makmur Lestari" in Sawahan Village, Rembang Subdistrict, Rembang Regency. 

Specifically, this descriptive qualitative research seeks to determine the level of institutional capacity of 

BUMDes Makmur Lestari, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its management.  

The results of this analysis are expected to provide strategic recommendations for improving 

BUMDes performance and, ultimately, contribute to enhancing the welfare of the village community. 

Although in terms of leadership, the BUMDes Director is considered successful in maintaining good 

coordination, open communication, and implementing participatory decision-making, the main 

challenge lies in weak program planning. BUMDes Makmur Lestari needs to undertake comprehensive 

institutional capacity strengthening, particularly in managerial aspects. The main recommendation is 

the development. 

Keywords: Institutional Capacity, Management of Village-Owned Enterprises 

(BUMDes), Business Units, Sawahan Village 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional merupakan 

upaya untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, bangsa, dan negara secara 

menyeluruh. Di Indonesia, pembangunan 

diarahkan dari wilayah pinggiran dan 

diperkuat melalui pengembangan desa 

sebagai bagian integral dari kerangka 

negara kesatuan. Kebijakan ini menjadi 

sebuah langkah strategis dalam 

memposisikan desa sebagai pilar utama 

dalam menghadapi tantangan global. 

Pembagunan desa merupakan elemen 

krusial yang memiliki fungsi menciptakan 

keadilan sosial dan pemerataan 

pembagunan di Indonesia (Kementerian 

Desa, 2021). Menurut Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, desa 

sebagai subjek yang aktif dalam 

merancang dan mengelola pembagunan 

berbasis potensi lokal (UU No. 3/2024). 

Undang-undang tersebut bukan hanya 

sebagai kontrol yang lebih besar kepada 

desa, namun juga sebagai perkenalan baru 

dari sistem pendanaan atau yang kita kenal 

dengan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Desa merupakan entitas 

pemerintahan pada level terendah dalam 

struktur ketatanegaraan di Indonesia, desa 

diharapkan mampu mewujudkan 

kemandirian dalam berbagai aspek seperti 

sosial, budaya, ekonomi, dan politik pasca 

dibentuknya Undang-Undang Desa. 

Harapan ini juga sesuai dengan agenda 

prioritas negara yang menekankan tentang 

pentingnya pembangunan yang dimulai 

dari wilayah terendah dengan memperkuat 

posisi desa dan daerah dalam bingkai 

Negara Republik Indonesia. Kebijakan 

pembagunan tersebut dipandang sebagai 

upaya strategis karena menunjukkan 

komitmen pemerintah yang tinggi terhadap 

penguatan desa, sehingga desa memiliki 

daya saing yang tinggi pada tingkat gobal. 

Kemiskinan dan pengangguran 

merupakan isu utama yang kompleks 

dalam pembangunan ekonomi di 

Indonesia. Kemiskinan sering kali menjadi 

penghambat bagi pertumbuhan ekonomi, 

dimana salah satu sasaran utama 

pembangunan adalah menciptakan 

pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal 

ini disebabkan oleh kontribusi 

pengangguran terhadap rendahnya 

pendapatan nasional, yang belum 

mencerminkan potensi maksimal yang 

dimilikinya. Aspek tersebut sangat 

berpengaruh dalam pembagunan 

menengah jangka panjang di Indonesia.  

Perkembangan perekonomian 

menjadikan pemeritah mengambil langkah 

strategis dengan menerbitkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Desa, yang memberikan keleluasaan 
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kepada desa secara mendiri untuk dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakatnya. 

Undang-undang ini tidak hanya sebagai 

upaya pemerluasan kewenangan desa, 

namun juga sebagai memperkenalkan 

skema pembiayaan atau Alokasi Dana 

Desa (ADD). Pendanaan ini bertujuan 

untuk menunjang kebutuhan masyarakat 

sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. 

Terkait pemanfaatan Dana Desa. Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 

Tahun 2019 mengatur bahwa Dana Desa 

diprioritaskan untuk membiayai program 

pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

BUMDes merupakan sebuah 

lembaga usaha yang dibentuk oleh desa 

dan dikelola oleh masyarakat sekitar serta 

pemerintah desa guna memperkuat 

ekonomi desa, meningkatkan kegiatan 

ekonomi masyarakat, menciptakan 

peluang usaha, membuka lapangan 

pekerjaan dan meningkatkan pendapatan 

desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang desa Pasal 87). BUMDes 

tidak hanya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok masyarakat saja, namun 

juga sebagai uaya mengoptimalkan potensi 

lokal, khususnya dalam pemanfaatan 

sumber daya desa yang masih kurang 

dimanfaatkan di berbagai daerah. 

Pengelolaan potensi desa secara optimal, 

diharapkan dapat memberikan manfaat 

ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

Kabupaten Rembang dikenal 

dengan semboyan ”Rembang Bangkit” 

atau singkatan dari Bahagia, Aman, 

Nyaman, Gotong Royong, Kerja Keras, 

Iman dan Taqwa, merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara 

Geografi, Kabupaten Rembang terletak di 

bagian timur laut Jawa Tengah dan dilintasi 

oleh jalur utama pantai utara (pantura). 

Pada tahun 2023 tercatat terdapat 264 desa 

dari total keseluruhan desa di Kabupaten 

Rembang yaitu 287 desa yang tersebar di 

14 kecamatan telah menerima alokasi dana 

untuk pengembangan Badan Usaha Milik 

Desa. 

Kondisi perkembangan BUMDes di 

Kabupaten Rembang masih menunjukkan 

klasifikasi atau pemeringkatan BUMDes di 

Rembang dengan klasifikasi “Maju” 

sangat kecil dengan jumlah 1 (satu) 

BUMDes dibangdingkan dengan BUMDes 

klasifikasi maju di Kabupaten lainnya di 

Jawa Tengah. Salah satu permasalahan 

utama yang dihadapi ialah banyaknya 

BUMDes yang belum memiliki status 

badan hukum sehigga menghambat akses 

terhadap sumber pembiayaan dan 

kerjasama dengan mitra eksternal. Disisi 

lain, lemahnya penyusunan rencana bisnis, 
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pemanfaatan potensi desa dan kurangnya 

kapasitas manajerial dalam aspek 

manajerial, inovasi dan pemasran membuat 

produk BUMDes hanya dapat dipasarkan 

secara lokal. 

Pengelolaan BUMDes di Kabupaten 

Rembang masih menghadapi sejumlah 

kendala salah satunya ialah pengelolaan 

dan kinerja yang belum maksimal. Selain 

itu, keterlibatan pemerintah pusat masih 

sebatas pada aspek perencanaan. 

Dukungan dari pemerintah pusat seperti 

pemberian modal awal untuk mendirikan 

BUMDes juga belum sepenuhnya optimal. 

Kurangnya keterlibatan masyarakat desa 

dalam proses perencanaan juga menjadi 

faktor penyebab pengelolaan BUMDes 

tidak berjalan efektif. Seringkali kendala 

ini juga muncul karena kurangnya kualitas 

dan kuantitas sumberdaya manusia yang 

tersedia. Kelemahan dalam aspek 

manajemen BUMDes terjadi akibat 

pengurus BUMDes yang tidak memiliki 

latar belakang atau sertifikasi yang 

kompeten dalam mengelola sebuah badan 

usaha atau organisasi 

Berdasarkan dari kententuan 

Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi 

Nomor 3 Tahun 2021, status badan hukum 

BUMDes menjadi syarat penting untuk 

memperkuat struktur kelembagaan dan 

memudahkan akses permodalan dari pihak 

eksternal. Namun menurut data Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(Dispermades) Kabupaten Rembang tahun 

2024, per 25 November 2024 dari total 287 

BUMDes di terdapat 181 BUMDes yang 

sudah terdaftar berbadan hukum resmi. 

BUMDes yang belum berbadan hukum 

kerap menghadapi kendala yang serius 

terutama dalam memperoleh bantuan dari 

pemerintah baik di tingkat daerah, provinsi, 

dan pusat, serta tertutupnya peluang untuk 

berkolaborasi dan mengakses sumber daya 

dari pihak luar. 

BUMDes Makmur Lestari 

merupakan salah satu BUMDes dari total 

181 BUMDes yang sudah berbadan 

hukum. Namun legalitas BUMDes 

Makmur Lestari tersebut menjadi satu – 

satunya BUMDes di Kecamatan yang 

masih dalam perbaikan dokumen hukum 

dan dengan klasifikasi BUMDes yang 

tumbuh (Dispermades Kab. Rembang). 

Hal ini menunjukan bahwa desa ini masih 

dalam tahap awal pengembangan. 

Berdasarkan data yang tertera pada 

website SIDesa disebutkan bahwa 

komoditas utama dari BUMDes Makmur 

Lestari ialah jasa simpan pinjam dan 

persewaan tenda. Hal ini tentu berbeda 

sangat signifikan dari BUMDes lain yang 

berfokus ke perdagangan, pertanian, pasar 

desa, toko bangunan dan lainnya. Program 
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usaha yang dibentuk kurang variatif 

terhadap keterbutuhan Masyarakat Desa 

Sawahan. Perencanaan dalam membuat 

program usaha menjadi hal yang krusial, 

namun BUMDes Makmur Lestari belum 

menjalankan perencanaan program dengan 

optimal sehingga masih terkendala di 

bidang usaha tersebut. 

Dengan mempertimbangkan latar 

belakang di atas, penting dilakukan 

penelitian ini karena akan membantu 

mengidentifikasi masalah kapasitas 

kelembagaan BUMDes yang masih belum 

optimal. Sehingga pertanyaan penelitian 

yang akan dijawab ialah Bagaimana 

Analisis Kapasitas Kelembagaan dalam 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Makmur Lestari di Desa 

Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten 

Rembang? dan apa saja faktor penghambat 

dan pendukung dalam penguatan kapasitas 

kelembagaan BUMDes di Desa Sawahan? 

KAJIAN TEORI 

Manajemen Publik 

 Mengacu pada pernyataan Terry 

(Syafiie, 2006) menyatakan bahwa 

manajemen merupakan suatu proses yang 

mana mencakup pada kegiatan, 

pengoorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan terhadap sumber daya yang 

digunakan mencapai suatu tujuan yang 

telah ditargetkan. Adapun menurut Prajudi 

(dalam Syafiie, 2006) manajemen 

merupakan proses dari pengelolaan dan 

pengendalian dari berbagai sumber daya 

serta faktor-faktor yang terjadi melalui 

perencanan yang terperinci guna mencapai 

target yang telah ditentukan. 

 Berdasarkan penjelasan yang 

diberikan oleh pakar mengenai definisi 

Manajemen Publik diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen publik dan 

ilmu administrasi publik memiliki 

keterikatan erat dalam membangun sistem 

pemerintahan yang efektif, efisien dan 

prinsip yang ada saling berkaitan dan dapat 

diterapkan dalam sektor non-profit. 

Kedepannya, manajemen publik dapat 

diperkirakan akan terus berkembang dan 

menjadi bagian integral dari administrasi 

publik. 

Kapasitas Kelembagaan 

 Menurut definisi yang diberikan 

Horton et al. (2003) terkait kapasitas 

kelembagaan menyatakan bahwa kapasitas 

kelembagaan mencakup kemampuan 

organisasi untuk merancang dan 

melaksanakan strategi, mengelola sumber 

daya secara akuntabel, dan membangun 

hubungan yang saling menguntungkan 

dengan aktor eksternal, termasuk 

pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, 

guna mencapai hasil yang berkelanjutan. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya 



 

5 

 

dimensi internal seperti kompetensi 

Sumber Daya Manusia (SDM), kejelasan 

struktur organisasi, dan kepemimpinan 

yang visioner, serta dimensi eksternal 

seperti kolaborasi dengan masyarakat dan 

pihak lain untuk mendukung keberlanjutan 

operasional. 

Aspek Kapasitas Kelembagaan 

 (Syarif, 2013) menuliskan bahwa 

kemampuan kapasitas kelembagaan pada 

organisasi Pada bagian ini dipelajari 

bagaimana kemampuan kelembagaan 

untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri. 

Kemampuan tersebut diukur dari lima 

aspek, sebagai berikut : 

a. Strategi Kepemimpinan 

Kemampuan pemimpin untuk 

merumuskan visi, misi, dan strategi 

organisasi yang jelas, serta memberikan 

arah dan motivasi kepada anggota untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 

lingkungan yang dinamis. 

b. Perencanaan Program 

Proses penyusunan rencana jangka 

pendek dan panjang yang sistematis untuk 

mencapai tujuan organisasi, melibatkan 

analisis kebutuhan, pengaturan prioritas, 

dan penetapan langkah-langkah yang 

terstruktur. 

 

 

c. Manajemen dan Pelaksanaanya 

Kemampuan organisasi untuk 

mengelola operasional harian, 

melaksanakan strategi dan rencana yang 

telah disusun, serta memastikan efisiensi 

dan efektivitas dalam penggunaan sumber 

daya yang tersedia. 

d. Alokasi Sumber Daya yang 

dimiliki 

Proses pendistribusian dan 

pemanfaatan sumber daya organisasi, 

seperti tenaga kerja, keuangan, dan aset, 

secara optimal untuk mendukung 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Kinerja Kelembagaan 

Tingkat keberhasilan organisasi dalam 

mencapai hasil yang diharapkan, diukur 

dari efisiensi operasional, efektivitas 

pencapaian tujuan, dan kemampuan untuk 

memenuhi standar kinerja yang telah 

ditetapkan. 

METODE  PENELITIAN 

Bagian Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan 

melakukan wawancara mendalam, 

observasi secara langsung guna 

menganalisis suatu persoalan. Dalam 

penelitian ini, peneliti membuat suatu 

deskripsi yang padat, menelaah ucapan 

atau kata-kata, informasi detail dari 

perspektif responden, dan melakukan 

pendalaman pada kondisi yang terjadi 

secara rinci. Dalam penelitian ini peneliti 
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melakukan pengumpulan data 

menggunakan teknik snowball dan juga 

penelitian ini menggunakan data primer 

yang kemudian didukung oleh data 

sekunder. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

BUMDes Makmur Lestari tersebut 

menjadi satu – satunya BUMDes di 

Kecamatan yang masih dalam perbaikan 

dokumen hukum dan dengan klasifikasi 

BUMDes yang tumbuh (Dispermades Kab. 

Rembang). Hal ini menunjukan bahwa 

desa ini masih dalam tahap awal 

pengembangan. Klasifikasi ini 

mencerminkan bebagai kendala yang 

dihadapi desa, seperti keterbatasan modal, 

pengelolaan yang kurang optimal, dan 

keterlibatan masyarakat yang minim. 

Sumber: Website 

sidesa.jatengprov.go.id 

 Berdasarkan gambar diatas, salah 

satu faktor utama penghambat kemajuan 

BUMDes Makmur Lestari ialah lemahnya 

aspek kelambagaan. Kelembagaan 

BUMDes, meliputi struktur organisasi, 

kapasitas sumber daya manusia (SDM), 

dan sistem manajemen yang mendukung 

kegiatan usaha desa. Skor kelembagaan 

yang rendah menunjukkan adanya 

permasalahan dalam pengelolaan dan 

kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

dengan keahlian yang memadai. Oleh 

karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes 

termasuk manajemen masih memerlukan 

pelatihan dan peningkatan kompetensi agar 

mampu mengelola BUMDes secara 

maksimal. 

a. Alokasi Sumberdaya 

Alokasi sumber daya di Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia 

sering kali disebabkan oleh 

ketidakseimbangan dalam pengelolaan 

dana desa dan aset lokal, yang 

mengakibatkan pemborosan dan 

ketergantungan pada bantuan eksternal. 

Kurangnya prioritas dalam distribusi 

sumber daya membuat BUMDes kesulitan 

mengoptimalkan potensi seperti tenaga 

kerja masyarakat atau infrastruktur desa, 

sehingga menghambat ekspansi usaha. 

Lemahnya perencanaan alokasi juga 

menyebabkan inefisiensi operasional, di 

mana sumber daya tidak selaras dengan 

kebutuhan usaha jangka panjang. Di 

BUMDes Makmur Lestari, alokasi sumber 

daya yang tidak optimal tercermin dari 

ketidakseimbangan dalam pemanfaatan 

dana desa dan tenaga kerja, yang 

menyebabkan pengelolaan usaha tidak 

efisien. Kurangnya distribusi aset secara 

merata antar unit usaha menghambat 

pengembangan potensi lokal, seperti sektor 

pertanian atau pariwisata di Desa Sawahan. 

Ketidakjelasan prioritas alokasi juga 

memperburuk ketergantungan pada 

sumber eksternal, membuat BUMDes ini 

kesulitan bersaing dengan BUMDes lain di 

Kabupaten Rembang. 

b. Strategi Kepemimpinan 

Strategi kepemimpinan di Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia 

kerap kali bermasalah karena pendekatan 

yang kaku dan tidak adaptif terhadap 
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perubahan lingkungan ekonomi desa, 

sehingga menghambat inovasi dan 

perkembangan usaha. Akar permasalahan 

ini terletak pada kurangnya pelatihan 

kepemimpinan yang memadai, yang 

mengakibatkan pengelola BUMDes tidak 

mampu merumuskan strategi jangka 

panjang yang selaras dengan kebutuhan 

masyarakat. Di BUMDes Makmur Lestari, 

gaya kepemimpinan yang konvensional 

dan kurang visioner telah menghambat 

kemajuan organisasi, ditunjukkan oleh 

minimnya diversifikasi usaha di luar 

simpan pinjam dan persewaan tenda. 

Keputusan yang diambil secara sentralisasi 

tanpa melibatkan masukan dari pengurus 

lain atau masyarakat. Kurangnya 

komunikasi efektif antara pengurus dan 

masyarakat juga memperburuk 

kepercayaan terhadap BUMDes. 

Akibatnya, BUMDes Makmur Lestari 

mengalami stagnasi perkembangan dan 

gagal memberikan kontribusi ekonomi 

yang signifikan bagi kesejahteraan 

masyarakat desa. 

c. Perencanaan Program 

Perencanaan program di Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia 

sering kali timbul akibat kurangnya 

penyusunan rencana yang sistematis dan 

terarah, sehingga menyebabkan 

pemborosan sumber daya dan 

ketidakmampuan mengidentifikasi potensi 

lokal yang relevan. Di BUMDes Makmur 

Lestari, perencanaan program yang tidak 

optimal tercermin dari minimnya analisis 

terhadap kebutuhan dan potensi Desa 

Sawahan, sehingga usaha terbatas pada 

simpan pinjam dan persewaan tenda. 

Kurangnya rencana jangka pendek dan 

panjang yang terstruktur. Ketidakjelasan 

prioritas juga menyebabkan alokasi dana 

desa tidak menghasilkan pendapatan yang 

memadai sehingga mengalami deficit 

keuangan. Hal ini menghambat 

diversifikasi usaha dan memperparah 

stagnasi perkembangan BUMDes 

dibandingkan dengan BUMDes lain di 

Kabupaten Rembang. 

d. Manajemen dan Pelaksanaan 

Manajemen dan pelaksanaan di 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

Indonesia sering kali muncul akibat 

lemahnya komitmen dan pengawasan, 

yang menyebabkan inkonsistensi dalam 

menjalankan rencana operasional. Di 

BUMDes Makmur Lestari, lemahnya 

manajemen dan pelaksanaan tercermin dari 

buruknya koordinasi antar pengurus, yang 

menyebabkan pengelolaan harian usaha 

tidak berjalan efisien. kurangnya 

pengawasan internal menghambat 

kemampuan untuk mengoptimalkan 

potensi lokal, yang seharusnya menjadi 

andalan ekonomi Desa Sawahan. 

Kurangnya komitmen dalam 

melaksanakan rencana jangka pendek juga 

menyebabkan stagnasi dalam 

pengembangan usaha baru, membuat 

BUMDes ini tertinggal dibandingkan 

BUMDes lain di Kabupaten Rembang. 

Kondisi ini memperburuk minimnya 

kontribusi terhadap peningkatan ekonomi 

masyarakat desa. 

e. Kinerja Kelembagaan 

Kinerja kelembagaan di Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) di Indonesia sering 

kali disebabkan oleh lemahnya struktur 

organisasi dan ketidakmampuan 

memanfaatkan sumber daya secara efektif, 

yang mengakibatkan rendahnya efisiensi 

operasional dan kegagalan mencapai 

tujuan pembangunan desa. Di BUMDes 
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Makmur Lestari, kinerja kelembagaan 

yang rendah tercermin dari status 

"tumbuh" yang menunjukkan stagnasi 

dalam pengembangan unit usaha dan 

minimnya kontribusi terhadap pendapatan 

desa. Lemahnya struktur organisasi dan 

kurangnya evaluasi kinerja menyebabkan 

ketidakmampuan mengoptimalkan potensi 

lokal, seperti sektor pertanian atau 

pariwisata di Desa Sawahan. 

Ketidakpatuhan terhadap regulasi, seperti 

penyelesaian dokumen hukum, juga 

menghambat akses ke sumber daya 

eksternal, membuat BUMDes ini tertinggal 

dibandingkan BUMDes lain di Kabupaten 

Rembang. Kondisi ini mengurangi dampak 

ekonomi dan menghambat pemberdayaan 

masyarakat desa. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dapat disimpulkan bahwa BUMDes 

Makmur Lestari telah menjalankan fungsi 

kelembagaan pada tingkat operasional 

dasar, namun belum sepenuhnya optimal 

untuk mendukung pengembangan usaha 

yang berkelanjutan. Hal ini dibuktikan : 

1. Aspek perencanaan program, 

BUMDes Makmur Lestari masih 

belum optimal. Perencanaan 

usaha masih terbatas pada dua 

unit usaha utama, yaitu sewa 

tenda dan simpan pinjam, tanpa 

disertai inovasi program baru 

maupun strategi pemasaran yang 

lebih luas. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa 

pemanfaatan potensi desa belum 

dilakukan secara maksimal. 

2. Manajemen dan pelaksanaan, 

BUMDes Makmur Lestari belum 

berjalan secara terstruktur. 

Pengawasan masih bersifat 

informal dan tidak 

terdokumentasi dengan baik, 

sehingga evaluasi kinerja unit 

usaha belum dapat dijadikan 

dasar pengambilan keputusan 

strategis. 

3. Dari segi kinerja kelembagaan, 

BUMDes Makmur Lestari masih 

menghadapi kendala serius pada 

aspek legalitas badan hukum. 

Belum terselesaikannya 

dokumen legal utama 

menyebabkan status badan 

hukum BUMDes belum 

tervalidasi secara penuh, 

sehingga membatasi ruang gerak 

kelembagaan dalam menjalin 

kerja sama dan pengembangan 

usaha. 
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